BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 2C TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dimana dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah

menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : a.
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090);
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18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323); .
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
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Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan 12 Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun

2023 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Nomor 2);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2022 Nomor 558);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor
560) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun
2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 602);

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun

2023 Nomor 626);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran,
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional,;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud padaP ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(75.421.025.002,01)

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai
berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.390.180.674.082,12
b. Belanja Rp. 2.465.601.699.084,13

Surplus/Defisit Rp.
Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 206.416.516.108,33

b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan netto Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Rp.

206.416.516.108,33
130.995.491.106,32
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Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : . _
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(308.885.621,88) dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2.390.489.559.704,00
b. Realisasi Rp. 2.390.180.674.082,12
(Selisih Lebih/Kurang) Rp. (308.885.621,88)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah berjumlah Rp(131.498.056.753,87) dengan perincian sebagai berikut

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.597.099.755.838,00
b. Realisasi Rp. 2.465.601.699.084,13
(Selisih Lebih/Kurang) Rp. (131.498.056.753,87)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(131.189.171.131,99) dengan perincian sebagai berikut

;a. Surplus/defisit dengan perubahan Rp. (206.610.196.134,00)
b.Realisasi Rp. (75.421.025.002,01)
(Selisih lebih /Kurang) Rp. (131.189.171.131,99)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(193.680.025,67) dengan perincian sebagai
berikut :
Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 206.610.196.134,00
a.Realisasi Rp. 206.416.516.108,33
(Selisih Lebih/Kurang) Rp. (193.680.025,67)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut :
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Rp. 0,00
(Selisih Lebih /Kurang) Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp(193.680.025,67) dengan perincian
sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 206.610.196.134,00
b. Realisasi Rp. 206.416.516.108,33
(Selisih Lebih /Kurang) Rp. (193.680.025,67)
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 206.610.196.133,84
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 206.416.516.108,33

Sub Total Rp. 193.680.025,51
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 130.995.491.106,32
Sub Total Rp. 131.189.171.131,83
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. (193.680.025,51)
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 130.995.491.106,32

Pasal S

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp. 3.004.447.396.159,37

b. Jumlah Kewajiban Rp. 57.670.058.411,45
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.946.777.337.747,92

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 adalah sebagai berikut :
Rp. 2.163.377.147.356,29

a. Pendapatan -LO
Rp. 2.082.941.887.582,00

b. Beban
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional Rp. 80.435.259.774,29
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Operasional Rp.

0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 80.435.259.774,29
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp.

. (23.120.677.300,00)
g. Surplus/defisit -LO Rp. 57.314.582.474,29
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Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 3.135.871.221.140,85
Rp. 57.314.582.474,29

b. Surplus/defisit - LO
Rp. (246.408.465.867,22)

c. Koreksi ekuitas lainnya
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.946.777.337.747,92

Pasal 8

Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023
adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 Rp. 206.610.196.133,84
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 381.425.526.004,99
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (456.846.551.007,00)
d. Arus kas bersih dan aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (193.680.025,51)
f. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023 Rp. 130.995.491.106,32

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 2023 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Lampiran . 1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan
Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan

dan sub kegiatan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

5

®

QPOBPIrFTTFR MO A0 D

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran
XVII
Lampiran
XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran
XX.1
Lampiran
XX.2

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

: Laporan Operasional

: Laporan Perubahan Ekuitas

: Neraca

: Laporan Arus Kas

: Catatan atas Laporan Keuangan

: Daftar Rekapitulasi Piutang

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

. Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

. Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

: Daftar Dana Cadangan Daerah

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang

. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan

kembali dalam tahun anggaran berikutnya

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
. Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah secbagai Lampiran XX Peraturan Bupati ini.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga.r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 19 Semem ber 202y
BUW MALUNGUN,

/\,vﬁ R

/Q/ ,f.\ 4.\ e
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\ D : ": H HASIHOLAN SINAGA
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